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Rizky Irwansyah (B111 06 908), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Anak Nakal Di 
Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Di Bawah 
Bimbingan Muhadar Selaku Pembimbing I dan Haeranah Selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip 
restorative justice dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar dan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi kepolisian 
dalam menerapkan prinsip restorative justice dalam perkara anak nakal di 
Polrestabes Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Kantor 
Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar. Untuk mencapai 
tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun 
langsung kelapangan (Kantor Polrestabes Makassar) untuk mengumpulkan 
data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara  
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan prinsip 
restorative justice dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar 
diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di Polrestabes Makassar yang 
menangani perkara anak nakal belum menerapkan prinsip restorative justice 
secara optimal, ini di buktikan dengan banyaknya perkara anak nakal yang di 
lanjutkan ke pengadilan, dan banyaknya perkara anak nakal yang 
penyelesaiannya tidak di upayakan dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari 
solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 
semula, dan bukan pembalasan, dan (II) Faktor-faktor yang menjadi 
penghambat bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip restorative justice 
dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor kultur 
hukum yang belum mendukung penerapan  prinsip restorative justice, (2) 
faktor belum berlakunya undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan 
(3) faktor belum diketahuinya surat keputusan bersama 6 (enam) menteri 
tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak 
pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian 
hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif 
hukum dan perundang-undangan yang ada. Penjatuhan pidana bukan 
semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk 
mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum 
(Niniek Suparni, 2007:5), yang paling penting adalah pemberian bimbingan 
dan pengayoman, khususnya bagi perkara-perkara anak nakal. Pengayoman 
terhadap anak nakal (baik yang melakukan tindak pidana maupun yang 
hanya melakukan perbuatan yang terlarang dilakukan oleh seorang anak) 
agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. 
Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam 
kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita 
dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga 
melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa 
depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena 
kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat 
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tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya 
(Darwan Prinst, 1997:98). Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya 
pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi 
Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur 
dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur 
mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.  
Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah 
Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya 
Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, 
hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah 
menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, 
beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.  
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan 
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan 
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sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan 
benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga 
sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang 
manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri 
tegar dalam meniti kehidupan (Maidin Gultom, 2008:1).  
Dalam menghadapi dan menangulangi berbagai kejahatan dan tingkah 
laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak yang 
merupakan faktor penting, maka upaya alternatif penghukuman yang dapat 
digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan 
prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan sebagai “The 
Last Resort” bukan “The First Resort”. Hal ini bertujuan agar anak dapat 
memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak 
(The Best Interest of The Child) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. 
Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara 
guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat 
satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya 
represif dan preventif (Hadi Supeno, 2010:15).. 
Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan mendidik anak menjadi lebih baik, 
melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkatan 
kejahatan anak. Hal ini ditenggarai oleh paradigma aparat penegak hukum 
yang masih mengganggap anak nakal bukan sebagai korban melainkan 
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sebagai pelaku, sehingga menghambat perkembangan psikologis anak untuk 
berubah ketika dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatan 
pidananya berdasarkan ketentuan hukum layaknya orang dewasa. 
Sementara anak nakal, apalagi yang masih berumur dibawah 12 tahun masih 
dapat merubah perilakunya. Seringnya hubungan fisik dan sosial antara si 
anak nakal dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan akan semakin 
menjauhkan harapan si anak untuk berubah menjadi lebih baik, kalaupun ada 
perubahan bagi si anak adalah perubahan perilaku yang meniru lingkungan 
terdekatnya yakni perilaku orang dewasa yang berhadapan dengan hukum 
(Hadi Supeno, 2010:16). 
Menurut sistem pemidanaan terhadap anak yaitu aturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan yang 
berorientasi pada aspek kebijakan formulatif (legislatif) yang dikaji dari aspek 
jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort), perumusan lamanya sanksi 
pidana (strafmaat) dan pelaksanaan pidana (strafmodus), ternyata sistem 
perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat tunggal (Hadi Supeno, 
2010:17). 
Dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus 
dijamin, yaitu : 
1. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu 
peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal 
dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat. 
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan 
secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang 
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tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau ia memang berdosa, 
jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak 
seimbang dengan perbuatannya (Wiryono Prodjodikoro, 1980:15-
16). 
 
Dengan demikian hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin 
keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut, di 
lain pihak keberadaan hukum acara pidana dapat membatasi kekuasaan 
penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sedangkan di pihak lain 
kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga 
perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin.  
Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana 
di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah 
keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua 
pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 
memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan 
datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang 
mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. 
Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan 
pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, 
sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang 
sudah tercipta di masyarakat (Apong Herlina dkk, 2004:353). 
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Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu 
pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, 
dapat dilaksanakan melalui:  
1. Mediasi korban dengan pelanggar  
2. Musyawarah kelompok keluarga  
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban 
maupun pelaku (Apong Herlina dkk, 2004:354). 
 
Beberapa tanggapan yang mengatakan banyak penyidik yang tidak 
memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dalam 
peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak pada anak-
anak padahal sebagai subyek hukum anak-anak mestinya mendapatkan 
perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa bahkan 
seharusnya anak-anak juga berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum 
/ pengacara. Sejak jaman dulu dalam praktik penyidikan terhadap anak-anak 
juga sering menjadi korban penekanan dan perlakuan kekerasan agar anak 
memberikan pengakuan sesuai yang dikehendaki para penyidik, anak-anak 
seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena terampas oleh 
praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Proses penanganan 
dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang 
bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak 
sertamerta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak 
yang melakukan pelaku pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan 
mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak.  
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Polisi dalam suatu sistem peradilan pidana adalah awal dari proses 
tersebut di banyak negara. Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang 
disebut sebagai diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak 
meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan polisi 
melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Beberapa 
negara melalui otoritas diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal Polisi 
dapat menentukan bentuk pengalihan (diversi) terhadap suatu perkara anak 
yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan restoratif (Moch. 
Faisal Salam, 2005:17). Sama halnya dengan yang terjadi di Kepolisian 
Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar yang sangat sering melakukan 
penyidikan terhadap perkara-perkara anak nakal, menurut hasil pengamatan 
langsung (Pra Penelitian) penulis ada beberapa kasus anak nakal yang 
hanya di selesaikan di Polrestabes Makassar (tanpa di teruskan ke 
pengadilan), salah satunya pada bulan September 2013 terkait dengan kasus 
perkelahian anak. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai 
penerapan keadilan restoratif oleh Polrestabes Makassar dalam perkara anak 
nakal. 
Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk 
mengkaji lebih jauh mengenai prinsip keadilan restoratif, sehingga penulis 
memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative 




B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok 
kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam 
penelitian ini : 
1. Bagaimanakah penerapan prinsip restorative justice dalam perkara 
anak nakal di Polrestabes Makassar ? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam 
menerapkan prinsip restorative justice dalam perkara anak nakal di 
Polrestabes Makassar ? 
C.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ; 
1. Untuk mengetahui penerapan prinsip restorative justice dalam perkara 
anak nakal di Polrestabes Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kepolisian 
dalam menerapkan prinsip restorative justice dalam perkara anak 
nakal di Polrestabes Makassar. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana 
khususnya mengenai prinsip restorative justice dalam perkara anak nakal. 
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat penegak 
hukum, khususnya bagi pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip 









A. Pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif). 
Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) telah muncul lebih 
dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara 
pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak 
yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama 
untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat 
pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui 
diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke 
luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian 
melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan 
hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana 
dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan 
tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan (Barda 
Nawawi Arief, 1996:2). 
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Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan 
persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Adanya penyelesaian 
secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum. Menurut 
Barda Nawawi bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam 
penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak 
sarjana hukum asing antara lain : 
a) Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya) 
apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk 
memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap 
masalah kejahatan ;  
b) Selanjutnya scuhld menyatakan bahwa naik turunya kejahatan 
disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-
peubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-
kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi 
berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-
perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat  
c) Johanes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum 
pidana selamya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. 
Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain 
yang membentuk sikap dan tindakan kita  
d) Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa 
efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. 
Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol 
sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan 
kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok intereset dan 
pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang 
lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada 
sanski hukum.  
e) M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak 
pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) 
apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau 
kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap 
metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah 
ini secara pasti, kita harus mengetahui sebasebab kejahatan 
dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan 
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mengenai etilogi tingkah laku manusia (Barda Nawawi Arief, 
1996:3-5). 
 
Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita 
dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat 
menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan 
penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan 
kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami 
di pihak negara, pemborosan negara, pemboroasan anggaran, serta 
stigmasisasi dan labeling yang tidak bisa dihindari. Restorative Justice 
Adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si 
pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat 
yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Menurut 
Tony F. Marshall (Marlina, 2010:28) : 
“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake 
in a particular offence come together to resolve collectively how to 
deal with the aftermath of the offence and its implications for the 
future”. (Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua 
pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tetentu bertemu 
bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk 
menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan 
akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). 
 
Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu 
tindak pidana dengan mengunakan Restorative justice lebih 
mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, 
dengan kepentingan masa depan. 
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
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1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Dalam bukunya “Pelajaran 
Hukum Pidana”, Adami Chazawi (2002:67-68) menerangkan bahwa di 
Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan 
sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar feit (Belanda). Istilah-istilah yang 
pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun 
dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar 
feit antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran 
pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum 
dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 
ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan 
“strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu 
perbuatan yang dapat dihukum”. 
Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh (Andi 
Hamzah, 2008:86) dalam menerjemahkan Strafbaar feit adalah istilah 
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perbuatan pidana, dan Leden Marpaung (2009:7) menggunakan istilah 
“delik” Ter Haar (Moeljatno, 2002:18) memberi definisi untuk delik yaitu 
tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan 
penghidupan seseorang atau sekelompok orang. Definisi lain diterangkan 
bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-
undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman 
pidana atas perbuatannya tersebut (Yan Pramadya Puspa, 1977:291). D. 
Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan 
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum (Tongat, 2008:105). 
Menurut Bambang Waluyo (2008:6) pengertian tindak pidana 
(delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (Strafbare 
Feiten). R. Abdoel Djamali (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa 
pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau 
rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, sedangkan 
menurut Vos (A. Zainal Abidin Farid, 1995: 225) memberikan definisi yang 
singkat, bahwa strafbaar feit ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, 
yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Pidana yang 
dimaksud disini adalah hukuman, menurut R. Soesilo (1995:35) yang 
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dimaksud dengan hukuman ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) 
yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah 
melanggar undang-undang hukum pidana”. 
Selanjutnya menurut Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997:182) 
perkataan “strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 
“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum” . 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dari rumusan delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat 
diketahui adanya 2 (dua) unsur delik (P.A.F. Lamintang, 1997:193-194), 
yaitu: 
a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu : 
 Mencocoki rumusan delik 
 Melawan hukum 
 Tidak ada alasan pembenar 
b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu : 
 Adanya kesalahan (terdiri dari dolus dan culpa) 
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 Dapat dipertanggungjawabkan 
 Tidak ada alasan pemaaf 
Dari unsur-unsur tersebut, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, 
maka dapat mengakibatkan tidak dapat dipidananya seseorang atau 
sebagai alasan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana. 
Namun dalam kenyataannya banyak para ahli yang menerima bahwa hal 
alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus 
tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan (Sudarto, 
1990:138). Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat 
digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya 
sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari 
suatu perbuatan / tingkah laku (sebagi objeknya). Dalam hal inilah alasan 
penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya 
pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan / tindakan 
(Jan Remmelink, 2003:203). 
Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan 
perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal 
yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, 
maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar 
(Satochid Kartanegara, 1999:441-442). Perbuatan yang pada umumnya 
dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu 
itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan 
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yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah 
melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena 
tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka 
hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela itu disebut 
sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan 
alasan-alasan pemaaf (Roeslan Saleh, 1983:126). 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) 
menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan 
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam 
ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan 
rechtsdelicten. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang 
oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya 
sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh 
karenanya disebut dengan wetsdelicten. 
C. Pengertian Anak Dan Perlindungannya Serta Pembinaan Anak Yang 
Bermasalah Dengan Hukum 
1. Pengertian Anak Dan Perlindungannya 
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi 
penerus bangsa dan penurus pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan 
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dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali 
Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi 
sumber daya insane dan membangun menusia Indonesia seutuhnya, 
menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. 
Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini 
mungkin, agar dapat berpastisipasi secara optimal bagi pembangunan 
bangsa dan Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
ditentukan, bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan 
baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas 
perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan 
atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” 
Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran banyak perlindungan 
anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, 
untuk mencapai kesejahteraan anak. 
Oleh karena itu, perlu adanya adanya jaminan hukum bagi kegiatan 
perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakn demi kegiatan 
kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang 
membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan 
kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak 
setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan 
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kebijakan dan peraturan perundang-undangn yang mengatur mengenai 
perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan 
kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. 
Karena itu, untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, 
tentu saja diawali pertanyaan: apa yang dimaksud dengan anak? Batasan 
tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan 
perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk 
mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat 
menghadapi sebagal tantangan dunia. Dalam kaitan itu, pengaturan 
tentang batasan anak dapat dilihat pada : 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 
“Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa 
(minderjarigheid) dengan telah dewasa (meerderjrigheid) yaitu 21 
tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun 
dan Pendewasaan (venia aestetis, Pasal 419 KUHPer)”. 
 
(Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 
tentang kesejahteraan Anak). 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian 
anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal: 
Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu: 
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Pasal 45 berbunyi : 
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang 
dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh 
memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang 
tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenalkan sesuatu 
hukuman, atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada 
pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika 
perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran 
yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-
519, 526, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua 
tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan 
salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum 
anak yang bersalah itu”. 
  Pasal 72 berbunyi: 
(1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, 
dilakukan ada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun 
dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan 
(curetele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama 
dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya 
yang sah dalam perkara sipil. 
(2) Jika tidak ada wakil atau dia sendiri yang harus diadukan, 
penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi 
atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban 
curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam 
turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum 
keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga. 
 
Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu: 
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- di hukum barangsiapa 
menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat 
sementara waktu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan 
kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut 
diketahuinya bahwa orang itu belum berumur 17 tahun sesuatu 
tulisan, gambar, atau sesuatu barang cara yang dipergunakan 
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untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika 
gambar, barang dan cara itu diketahuinya. 
(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa di 
hadapan seseorang yang belum dewasa seperti yang tersebut 
dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang 
melanggar perasaan kesopanan. 
(3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan atau kurungan 
selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp.9.000,- dihukum berangksiapa menawarkan, menyerahkan buat 
selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan 
atau memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa sebagai 
tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan 
kesopanan, jika ia ada alas an yang cukup menyangka, bahwa 
tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan 
atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan. 
 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang 
batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) member 
wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai 
usia 17 tahun untuk menghadiri siding. 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) 
UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah 
belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan. 
5.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak. 
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Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU nomor 4 tahun 1979, 
maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin. 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 
bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara 
dan anak sipil untuk dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak 
adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belasa) tahun. 
7. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap 
manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut demi kepentingannya. 
 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 
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9. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahtraan 
Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. 
Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 
10. Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Dalam hukum adat indonsia, batasan umur untuk disebut anak 
bersifat pluralistik. Dalam artian criteria untuk menyebut bahwa 
sesorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam 
istilahnya. Misalnya telah akil baliq. 
 Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut psikososial, singgih 
gunarso dalam makalahnya yang berjudul perubahan sosial dalam 
masyarakat yang disampaikan dalam seminar “Keluarga dan Budaya 
Remaja di Perkotaan” yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa 
klarifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan 
kecenderungan kondisi kejiwaan, menurut Singgih Gunarto terbagi 
menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 
tahun; (2) remaja, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 
tahun; (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15 - 17 tahun; (4) 
dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia tahun 17 - 21 tahun; dan (5) 
dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun. Lebih lanjut 
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Singgih Gunarso dengan mensitir pendapat dari J.Pikunas dan R.J. 
Havighurts menjelaskan bahwa masing-masing tingkatan usia mempunyai 
karakteristik sendiri-sendiri. Sebagai contoh:  
Kategori remaja dini (usia 12-15 tahun) memiliki kecenderungan 
kejiwaan : 
1. Sibuk menguasai tubuhnya, karena factor ketidakseimbangan postur 
tubuhnya, atau kekurangnyamanan tubuhnya; 
2. Mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat 
egosentris, pada pihak lain ia belum dapat sepenuhnya diserahi 
tanggung jawab, sehingga masih sangat memerlukan dukungan 
keluarga; 
3. Kepekaan social tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan besar 
kecenderungannya mencari popularitas. Dalam fase ini, ia sibuk 
mengorganisasikan dirinya dan mulai mengalami perubahan sikap, 
minat, pola-pola hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan 
seksual, bergaul dengan lain jenis; 
4. Minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk “trial and error” tinggi, 
dan kemauan untuk belajar dari pengalaman tinggi; 
5. Mulai timbul usaha-usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan 




Kategori remaja penuh, mempunyai kecenderungan kejiwaan: 
1. Sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi 
fisiknya; 
2. Mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya; 
3. Mulai lebih mampu bergaul; 
4. Sudah menemukan identitas dirinya; 
5. Mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya 
dengan norma-norma keluarga dan kemasyarakatan; 
6. Mulai secara perlahan-lahan meniggalkan reaksi-reaksi dan sikap 
kekanak-kanakan (Mulyana W. Kusumah, 1986:10). 
Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama 
dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. 
Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan-sebagai 
lingkup dari Kriminologi-akan sangat membantu dalam member masukan 
tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah 
melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak 
terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang 
anak melakukan kenakalan, dus para akhirnya dapat akhirnya dapat 
menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam 
member reaksi atas kenakalannya. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud 
dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara 
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sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Motivasi 
sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang 
atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena 
ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan 
dengan perbuatannya (Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 
1995:116). 
2. Pembinaan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum 
Pembinaan terhadap anak yang terlanjur melakukan tindak pidana 
merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai 
kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sudah 
terlanjur masuk ke dalam proses hukum. Masyarakat berkewajiban 
mengontrol perbaikan anak sehingga tidak mengulangi tindakan kriminal 
lagi atau menjadi kriminal kambuhan. Lembaga-lembaga sosial dan 
kemasyarakatan yang sudah berpengalaman dalam menangani 
permasalahan sosial cukup efektif untuk menjadi tempat pemidanaan dan 
pemulihan anak setelah terlanjur terjerumus kedalam perilaku kriminal 
sebelumnya. Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan tersebut 
dapat menjadi pembinaan dan pendidikan serta bimbingan semua pihak 
diharapkan agar anak tersebut dapat terus berkembang kearah yang baik 
dan tidak mengulangi tindakannya kembali (chaca.blogspot.com). 
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Lembaga pemasyarakatan anak sebagai tempat pembinaan 
narapidana anak, lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan proses 
pembinaan yang baik agar anak dapat menjadi anggota masyarakat yang 
baik setelah selesai menjalankan pembinaan. Pembentukan dan 
pengembangan keikut sertaan lembaga-lembaga tersebut dalam upaya 
memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan 
hukum. 
Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan 
perlindungan, pembinaan, perawatandan pendidikan. Selanjutnya dalam 
upaya perlindungan terhadap anak diperlukan adanya kerjasama antara 
lembaga sosial dan lembaga pemerintah lainnya yang mempunyai 
kepedulian terhadap anak. Dalam pasal 5 UU No.12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem 
pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas: 
a) Pengayoman 
b) Persamaan perlakuan dan pelayanan 
c) Pendidikan 
d) Pembimbingan 
e) Penghormatan harkat dan martabat manusia 
f) Kehilangan Kemerdekaan 
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g) Terjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu (chaca.blogspot.com). 
Sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga melaksanakan 
pembinaan terhadap para terpidana agar siap untuk dapat berintegrasi 
kembali dengan masyarakat dan menjadi masyarakat yang baik dan taat 
hukum. Program pemasyarakatan bagi narapidana anak bertujuan agar 
anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah 
dilakukannya dan tetap dapat menjalani kehiduan secara normal. 
Program yang dibuat dalam lembaga pemasyarakatan lebih 
mengutamakan kerja sosial dan aktivitas yang dapat mengembangkan 
kemampuan anak dimasa depan. 
Para pelaku anak yang melakukan tindak pidana serius yang 
berada dilembaga pemasyarakatan anak tetap disediakan fasilitas 
pengembangan kemampuan seperti hobi, pelatihan keterampilan, 
bimbingan/konseling dan kegiatan mental lainnya semaksimal sesuai 
dengan kemampuan lembaga. Untuk pendidikan disediakan sekolah 
khusus didalam lembaga. Tujuannya agar anak tetap dapat melanjutkan 
sekolahnya dan mempersiapkan keterampilan kerja untuk bekal selesai 
menjalani pembinaan. 
Di Indonesia anak yang dibina dilembaga khusus, anak dapat 
dibagi menjadi 3 golongan yaitu: 
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a) Anak pidana, yakni anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan 
dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan 
b) Anak negara, yakni seorang anak yang diputus bersalah oleh 
pengadilan yang diserahkan pada negara untuk dididik sampai dengan 
usia 18 tahun. 
c) Anak sipil, yakni anak yang berdasarkan permintaan orang tua/walinya 
memperoleh penetapan dari pengadilan negeri, dititipkan ke lembaga 
pemasyarakatan khusus anak (chaca.blogspot.com). 
D. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan 
yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik Anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi yang 
diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) ini 
antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan 
dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan 
yang paling mendasar dalam undang - undang ini adalah pengaturan secara 
tegas mengenai Restoratif Justice dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk 
menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat 
menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum 
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dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. 
Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka 
mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada 
terciptanya keadilan restoratif baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai 
Korban. Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief bahwa hukum 
perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana 
(kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan perbuatan anti sosial 
(Barda Nawawi Arief, 1994:20). 
Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua 
pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 
memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala 
sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 
menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus-kasus 
yang muncul adakalanya Anak berada dalam status Saksi dan/atau Korban, 
sehingga Anak Sebagai Saksi dan/atau Korban juga diatur dalam undang-
undang ini. Khusus mengenai Sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan 
perbedaan usia Anak yaitu bagi Anak yang masih berusia kurang dari 12 
(dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi Anak yang 
telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun 
dapat dijatuhkan tindakan dan pidana. 
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Yang dimaksud dengan batas umur minimum seorang anak dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu batas 
umur minimum seorang anak dapat dituntut dan diajukan dimuka sidang 
pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 
melanggar peraturan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak 
dan demi perlindungan terhadap Anak, maka perkara Anak yang berhadapan 
dengan hukum wajib disidangkan pada pengadilan pidana Anak yang berada 
di lingkungan peradilan Umum. Dan proses peradilan perkara Anak sejak 
ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat 
khusus yang memahai masalah Anak. Namun sebelum masuk proses 
peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib 
mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui 
Restoratif justice dan diversi. 
Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur 
mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan 
dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 
pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata ”peradilan” tidak diartikan 
sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem 
Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka 
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sidang perkara Anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup 
wewenang badan peradilan umum. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem peradilan pidana 
terhadap anak nakal berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, 
di Indonesian juga terdapat kekhususan, dalam hal hukum acaranya, anak 
yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan penahaanan ditempat yang 
berbeda dengan orang dewasa, ini bertujuan agar tidak terpengaruh orang 
dewasa, karena anak-anak cenderung meniru dan cepat mempelajari hal 
yang tidak diketahuinya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak seperti Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak 
adalah penyidik anak, Penuntut Umum adalah penuntut umum anak, Hakim 
adalah hakim anak (maupun hakim banding dan kasasi). Dalam Pasal 23 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, 
Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya 
dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, Tujuan dari 
proses semua ini adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara 
mental / psikologis serta bersedia menceritakan kejadian / hal yang di alami / 
diketahuinya. Ketentuan ini tidak berubah, masih tercantum dalam Undang-
Undang Sistem Peradilan Anak. 
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Terhadap anak yang yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 68 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijatuhkan pidana atau 
dikenakan tindakan : 
 
Pasal 69  
(1)   Pidana pokok bagi Anak terdiri atas : 
a.  pidana peringatan; 
b.  pidana dengan syarat : 
1)  pembinaan diluar Lembaga 
2)  pelayanan Masyarakat;atau 
3)  pengawasan. 
c.   latihan kerja; 
d.  pembinaan dalam lembaga;dan 
e.  penjara 
(2)   pidana tambahan terdiri atas : 
a.  perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau 
b.  pemenuhan kewajiban adat 
(3)   Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa 
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja. 
Sedangkan tindakan yang dapat diambil, adalah : 
Pasal 74 : 
Tindakan yang dapat kikenakan kepada anak meliputi : 
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a.  pengembalian kepada orangtua / wali; 
b.  penyerahan kepada pemerintah; 
c.   penyerahan kepada seseorang; 
d.  perawatan dirumah sakit jiwa; 
e.  perawatan dilembaga; 
f.   kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 
g.  pencabutan surat ijin mengemudi; 
h.  perbaikan akibat tindak pidana;dan / atau 
i.    pemulihan. 
Tindakan yang yang dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh 
penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali jika tindak pidana diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.(Pasal 74 ayat 2). Lady 
Wotton, menyatakan tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya 
perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat dan bukanlah untuk 
membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat dimasa yang lampau 
akan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan 
mens rea ditempat yang salah. 
Marlina, menyatakan tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk 
menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang 
akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak 
semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina 
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dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan aatau telah 
melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa 
yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu 
penjatuhan pidana bukanlah satu - satunya upaya untuk memproses anak 
yang telah melakukan tindak pidana. 
Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan 
tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai 
tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat 
ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar 
hukum pidana atau diluar pengadilan. Secara umum, hukum pidana berfungsi 
mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta 
dan terpeliharanya ketertiban umum, karena lembaga pemasyarakatan 
bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru rawan 
terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak (DS. Dewi Fatahillah A. 
Syukur, 2011:13). 
Di dalam pembangunan hukum, upaya pencapaian penegakan hukum 
tidak terbatas pada adanya aturan yang bersifat normatif saja, sejak hukum 
itu memasuki era hukum tertulis yang menjadi salah satu ciri hukum modern, 
panggung hukum berubah menjadi panggung hukum tertulis dan menjadi 
sebuah skema. Hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana dijumpai 
dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan 
sengaja secara rasional, disini hukum sudah mengalami pergeseran bentuk 
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dari hukum yang muncul secara serta merta (interactional law) menjadi 
hukum yang dibuat dan diundangkan (legislatet law). 
Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan 
tugas pokok badan peradilan menurut Undang-undang. Peradilan tidak hanya 
mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa 
depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. 
Filsafat Peradilan Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak. 
Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, 
pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak 
dalam  Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologi bertujuan agar anak 
terhindar kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak 
























A. Lokasi Penelitian  
Penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di Kantor Kepolisian 
Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar. Penentuan lokasi penelitian 
didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor tesebut tersedia data yang 
diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan 
mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu : 
1. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pihak kepolisisan di unit kerja POLRESTABES 
Makassar yang khusus menangani perkara anak nakal. 
2. Jenis Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-
undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau 
arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan 
skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian, peneliti turun langsung ke lapangan (Kantor 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar), untuk mengumpulkan data dengan 
cara : 
1. Wawancara, untuk menjaring data-data yang terkait dengan penelitian 
ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten 
dengan penelitian ini, khususnya pihak kepolisian di unit kerja 
POLRESTABES Makassar yang khusus menangani perkara anak 
nakal.  
2. Studi Dokumentasi, mempelajari berkas-berkas perkara anak nakal, 
baik berupa dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan, Berita Acara 




D. Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
E. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran mengenai isi proposal ini maka penulis 
menyusun bab-bab yang terdiri dari tiga bab, yang mana hubungan antara 
bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisannya 
adalah sebagai berikut : 
1. Bab satu adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan 
penelitian. 
2. Bab dua adalah tinjauan pustaka, yang memuat : pengertian 
restorative justice (keadilan restoratif), tinjauan umum terhadap tindak 
pidana, pengertian anak dan perlindungannya serta pembinaan anak 
yang bermasalah dengan hukum, sistem peradilan pidana anak 
menurut UU Nomor 11 Tahun 2012. 
3. Bab tiga adalah metode penelitian yang memuat tentang : lokasi 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis 
data, dan sistematika penulisan. 
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4. Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 
tentang : penerapan prinsip restorative justice dalam perkara anak 
nakal di Polrestabes Makassar, dan faktor-faktor yang menjadi 
penghambat bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip restorative 
justice dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar, yaitu faktor 
kultur hukum yang belum mendukung penerapan  prinsip restorative 
justice, faktor belum berlakunya undang-undang sistem peradilan 
pidana anak, dan faktor belum diketahuinya surat keputusan bersama 
6 (enam) menteri tentang penanganan anak yang berhadapan dengan 
hukum. 
 
5. Bab lima adalah penutup yang memuat tentang : kesimpulan dan 
saran. Serta  



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Anak Nakal Di 
Polrestabes Makassar. 
Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam 
kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita 
liii 
 
dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga 
melakukan tindak pidana. 
Berdasarkan data penanganan perkara anak nakal di Polrestabes 
Makassar selama tiga tahun terakhir, maka setiap tahunnya mengalami 
peningkatan, lihat tabel berikut : 
Tabel 1 
Jumlah Penanganan Perkara Anak Nakal di Polrestabes Makassar 
 






1. 2010 112 15 97 
2. 2011 121 12 109 
3. 2012 124 11 113 
Sumber : Data Polrestabes 2010 – 2012 
Tabel di atas menunjukkan bahwa perkara anak nakal yang di tangani 
oleh Polrestabes Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini 
seiring dengan perkara anak nakal yang perkaranya diteruskan ke proses 
peradilan.  
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tupoksi Kepolisian RI, adalah 
sebagai pengayom, pelindung, pelayanan masyarakat serta penegakan 
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hukum, Salah satunya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Salah satu kewenangan 
Kepolisian (dalam hal ini Polrestabes Makassar) adalah melakukan 
penyidikan. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
Penyidikan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dibawah umur 
seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga 
mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang 
melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mempunyai arti hampir sama, 
yang berbeda hanya lama penahanan serta cara penangananya pada tingkat 
penyidikan untuk anak-anak ditahap pertama adalah 20 hari dan jika proses 
penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 10 hari, jadi totalnya 30 
hari, sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan 
dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang 
paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari. 
Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang 
dirampas kemerdekaanya (dalam proses penyidikan di Polrestabes 
Makassar) yang biasa dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak-anak yang 
sedang menghadapi masalah hukum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara 
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penulis dengan Ibu Muji (Staf Polrestabes Makassar yang menangani 
perkara anak nakal), ia mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan hukum 
yang diberikan terhadap hak-hak anak-anak dalam proses penyidikan adalah 
: 
(a) penyidik wajib memeriksa tersangka anak nakal dalam suasana 
kekeluargaan; 
(b) dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib 
meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing 
kemasyarakatan yang dapat membantu memperlancar tugas 
penyidik; 
(c) proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib 
dirahasiakan. 
Oleh sebab itu penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap anak 
nakal membuat suasana santai sehingga mereka tidak merasa tertekan 
dapat memberikan jawaban yang mereka alami ataupun yang dilakukan. 
Jadi untuk menunggu proses hukum yang dihadapi setiap anak butuh 
bersosialisasi dalam perkembangan dan pertumbuhan mereka dan untuk 
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik anal-anak butuh lingkungan 
yang baik pula, karena jangka waktunya dalam proses penyidikan di 
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kepolisian pendek hanya tiga puluh hari dan harus sudah dilimpahkan ke 
Penuntut umum. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan penerapan prinsip 
restorative justice dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar, maka 
diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di Polrestabes Makassar yang 
menangani perkara anak nakal belum menerapkan prinsip restorative justice 
secara optimal, ini di buktikan dengan banyaknya perkara anak nakal yang di 
lanjutkan ke pengadilan (lihat tabel 1), dan banyaknya perkara anak nakal 
yang penyelesaiannya tidak di upayakan dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari 
solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 
semula, dan bukan pembalasan, lihat tabel 2 sebagai berikut :   
Tabel 2 
Jumlah Penanganan Perkara Anak Nakal di Polrestabes Makassar 
Yang Menggunakan Prinsip Restorative Justice. 
 









1. 2010 112 8 104 
2. 2011 121 6 115 
3. 2012 124 10 114 
Sumber : Data Polrestabes 2010 – 2012 
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Terkait dengan kasus Abdul Qadir Jailani (AQJ) anak Ahmad Dani, 
yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian 
beberapa korbannya dalam kasus perkara anak, maka kasus tersebut 
menurut penulis telah di upayakan menggunakan prinsip restorative justice, 
ini di karenakan pihak keluarga Ahmad Dani telah melakukan beberapa kali 
pertemuan dan keluarga korban dan pihak kepolisan, guna mencari solusi 
terbaik penyelesaian kasus tersebut, walaupun secara keseluruhan kasusnya 
belum selesai. Lihat uraian kasusnya sebagai berikut : 
Peristiwa kecelakaan maut yang dialami putra Ahmad Dhani, AQJ 
belakangan jadi perbincangan hangat di media sejak terjadi 8 Septemer 2013 
lalu. Pasalnya, peristiwa nahas ini mengingatkan bahwa ada banyak 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam 
kasus kecelakaan AQJ yang terjadi di Tol Jagorawi ini, bukan hanya 
menyebabkan 9 korban luka-luka. Bahkan ada tujuh korban tewas akibat 
kelalaian AQJ. Masalah sempat geger, hingga sekolah-sekolah melarang 
siswanya membawa kendaraan bermotor. Bagi Dhani, kasus yang dialami 
putranya menjadi hikmah tersendiri, bukan hanya untuk keluarganya bahkan 
membuat pemerintah lebih mawas diri, dan mengeluarkan peraturan ketat, 
agar peristiwa serupa tak kembali terjadi. 
"Masalah ini jadi geger, Pemprov juga memberlakukan jam malam. Namun 
yang lebih berkesan buat Dhani adalah, keluarga ketujuh korban, juga 
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memberikan pembelajaran berharga untuknya. Dhani menilai, seharusnya 
keluarga korban marah pada keluarganya dan AQJ. Namun, ini malah 
sebaliknya, mereka malah datang ke sini, menjenguk dan mendoakan. 
Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah 
merekomendasikan agar polisi dapat menggunakan deskresi dan 
kewenangannya untuk menyelesaikan kasus tersebut di luar jalur formal, 
(mengesampingkan kasus di bawa ke pengadilan), ini mengingat bahwa 
keluarga para korban telah memafkan perbuatan yang dilakukan oleh AQJ 
(13 Tahun) dan pihak keluarga Ahmad Dani pun telah berjanji akan 
mengganti semua biaya yang di keluarkan oleh keluarga korban terkait 
dengan kecelakaan lalu lintas tersebut, bahkan Ahmad Dani pun siap 
membayar biaya sekolah anak para korban hingga ke perguruan tinggi 
(antaranews.com). 
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Bagi Kepolisian Dalam 
Menerapkan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Anak Nakal 
Di Polrestabes Makassar. 
1. Faktor Kultur Hukum Yang Belum Mendukung Penerapan Prinsip 
Restorative Justice. 
Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan 
hukuman penjara bukan saja membuat  penjara penuh, tetapi juga 
menghambat penerapan Restorative Justice khususnya bagi perkara-perkara 
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anak nakal. Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak-anak, kultur 
menghukum yang tumbuh subur di masyarakat akan menghambat 
penerapan diversi (yang merupakan bagian dari prinsip Restorative Justice). 
Kultur sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung selalu ingin 
menghukum justru belum mendukung penerapan restorative justice, 
termasuk diversi. 
Padahal, menghukum pelaku anak-anak di bawah umur apalagi 
mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tak akan menyelesaikan 
sepenuhnya masalah yang dihadapi. “Kultur masyarakat menurut penulis 
belum mendukung penerapan restorative justice, sebab sebagian masyarakat 
masih berfikiran retributive atau penghukuman. Padahal aparat penegak 
hukum akan lebih mudah memahami dan menjalankan restorative justice 
karena sudah diatur dalam perundang-undangan, namun kultur aparat 
penegak hukumlah yang biasanya bersifat normatif sehingga sulit di 
terapkannya prinsip restorative justice, termasuk diversi. 
Kultur masyarakat khususnya para penegak hukum yang masih 
terfokus pada tujuan pemidanaan yang mengatur bahwa ada tiga kelompok 
teori pemidanaan, yaitu : (1) teori absolut atau teori pembalasan 
(retributive/vergeldings theorie); (2) teori relatif atau tujuan 
(utilitarian/doeltheorie); dan (3) teori gabungan (verenigings theorie): 
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1) Teori Absolut 
Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena 
seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quai 
peccatum est). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai 
suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, 
jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal 
dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati. 
Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana 
menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (to 
satisfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah 
sekunder”. Sedangkan Emmanuel Kant berpendapat bahwa “Pidana 
merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pemidanaan 
sebagai kategorische imperative, yakni seseorang harus dipidana oleh 
hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai 
alat untuk mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan 
(uitdrukking van de gerechtigheid)” (Antonius Sudirman, 2009:107-108). 
2) Teori Relatif 
Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan 
tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pemidanaan bukanlah 
sekedar untuk melakukan pembalasan atau peng-imbalan kepada orang 
lxi 
 
yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu 
yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya 
sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (social 
defence). 
Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah 
terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat 
kejahatan (quai peccatum est) melainkan “supaya orang jangan 
melakukan kejahatan” (ne peccetur). Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Seneca (seorang filsuf Romawi) yang menegaskan bahwa: “tidak 
seseorang normal pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, 
tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat lagi” (Antonius Sudirman, 
2009:109). 
Jadi pidana itu diberikan/untuk mencegah timbulnya kejahatan, 
sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk : 
a. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan. 
Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang 
akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. 
b. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak mengulangi 
kejahatan. Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya 
sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan 
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tindak pidana (kejahatan), tetapi yang bersangkutan masih 
mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang 
dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak 
mengulangi tindak pidana. 
c. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki 
lagi. Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak 
dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan 
atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati. 
3) Teori Gabungan 
Pada Dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori 
diatas. Menurut teori gabungan (verenigings-theorien), tujuan pidana dan 
pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga 
diakui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik terhadap individu 
maupun masyarakat. Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah 
Pellegrino Rossi (1787-1884). Teorinya disebut sebagai teori gabungan 
karena pemidanaan menurut Rossi, yakni selain sebagai upaya 
pembalasan juga mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan 




Andi Hamzah menegaskan bahwa secara garis besar teori 
gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut (Antonius 
Sudirman, 2009:110) : 
a. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan. 
Menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), 
tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat. 
b. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata 
tertib masyarakat. 
Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih 
berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga 
tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya. 
c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan 
pertahanan tata tertib masyarakat. 
Selain ketiga teori tersebut diatas ada teori yang lain disebut teori 
pembebasan. Teori ini dikembangkan  oleh J.E. Sahetapy yang 
menjelaskan bahwa : 
“Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan 
disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik 
yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, 
kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga 
pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia 
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dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia 
seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan 
spiritual” (DS. Dewi Fatahillah A, 2011:13). 
Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, teori-teori tersebutlah 
yang kemudian menjadikan para penegak hukum (khususnya para 
kepolisian) menjadi sulit atau dengan kata lain menjadi faktor penghambat 
dalam menerapkan prinsip restorative justice.  
 
2. Faktor Belum Berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak 
Konsep keadilan restoratif dan diversi memang sudah diperkenalkan 
lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun sayangnya undang-undang 
tersebut baru berlaku pada pertengahan tahun 2014, ini berdasarkan 
pengaturan Pasal 108 Undang-Undang SPPA yang mengatur bahwa 
“undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak 
tanggal di undangkan” dan Undang-Undang SPPA ini di undangkan pada 
tanggal 30 Juli 2012. Oleh karena itu, atas dasar hal ini pulalah yang 
menjadikan pihak kepolisian belum mau menerapkan prinsip  restorative 
justive terhadap perkara-perjara anak nakal yang di tanganinya. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Muji (Staf 
Polrestabes Makassar yang menangani perkara anak nakal), ia menjelaskan 
bahwa : 
“sebenarnya beberapa anggota kepolisian telah mengetahui tentang 
prinsip restorative justice yang di terapkan jika menangani perkara-
perkara anak yang berhadapan dengan hukum (anak nakal yang 
melakukan tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran terhadap 
norma), namun karena belum ada dasar hukum yang dapat dijadikan 
pijakan dalam menerapkan prinsip restorative justice, maka pihak 
kepolisian khususnya yang bertugas di Polrestabes Makassar belum 
menerapkan prinsip restorative justice tersebut”. 
Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait 
untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 
Sedangkan diversi (yang merupakan bagian dari prinsip restorative justice) 
adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana 
ke proses di luar peradilan pidana. 
Komitmen untuk menerapkan restorative justice, khususnya dalam hal 
pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap 
anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah 
negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of 
the Child). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk 
lxvi 
 
memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum. 
Undang-Undang SPPA merupakan salah satu alat bagi Indonesia 
untuk menerapkan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan 
dengan hukum. Memberikan keadilan restoratif kepada anak yang 
berhadapan dengan hukum tak didasarkan pada aksi balas dendam, 
sebagaimana konsep penghukuman selama ini dipahami. 
Tujuan utama keadilan restoratif adalah mereparasi kerugian korban, 
pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dia lakukan, 
konsiliasi atau rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat, reintegrasi 
pelaku, dan menyelesaikan konflik secara damai. Dalam penerapan keadilan 
restoratif khususnya diversi, kesepakatan antara pelaku dan korban menjadi 
bagian terpenting dari proses. Sebab, kesepakatan itulah yang menjadi 
modal utama diversi. Jika keluarga korban tak mengampuni pelaku dan tetap 
ingin pelaku diproses ke pengadilan, keinginan untuk diversi menjadi hilang. 
Tetapi, sebaliknya, pelaku juga harus secara jujur mengakui kesalahan dan 
bersedia membayar kerugian kepada korban. “Kalau tidak terjadi 
kesepakatan maka restorative justice gagal”. 
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3. Faktor Belum Diketahuinya Surat Keputusan Bersama 6 (Enam) 
Menteri Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan 
Hukum. 
Sebenarnya terkait dengan penangan anak yang berhadapan dengan 
hukum dengan menggunakan prinsip restorative justice sudah ada 
pengaturan hukumnya yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2009 oleh 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 
Surat keputusan bersama yang dibuat oleh 6 (enam) menteri tersebut 
kemudian mengatur para penegak hukum di instansinya masing-masing 
untuk menerapkan prinsip restorative justice dalam melakukan penanganan 
anak yang berhadapan dengan hukum. Namun sayangnya surat keputusan 
bersama ini belum banyak di ketahui oleh para penegak hukum khusunya 
pihak kepolisian, padahal Pasal 3 Surat Keputusan Bersama ini mengatur : 
Tujuan keputusan bersama ini adalah : 
a. Terwujudnya persamaan persepsi di antara jejaring kerja dalam 
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum; 
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b. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjamin 
perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Meningkatnya efektivitas penanganan anak yang berhadapan 
dengan hukum secara sistematis, komprehensif, 
berkesinambungan, dan terpadu. 
Dan Pasal 4 Surat Keputusan Bersama ini mengatur “Keputusan 
bersama ini mengatur tentang penanganan penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum meliputi penanganan di tingkat penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pembimbingan, pendampingan, 
pelayanan, dan pembinaan pemasyarakatan, serta penanganan selanjutnya 
setelah putusan pengadilan”. 
Sedangkan dalam BAB II tentang Pelaksanaan Penanganan Anak 
Yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam Pasal 5 di atur bahwa penanganan 
anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh : 
a. Mahkamah Agung Republik Indonesia; 
b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
e. Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan 
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f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya 
masing-masing. 
Di dalam Pasal 12 Surat Keputusan Bersama ini mengatur bahwa 
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi : 
a. Anak sebagai pelaku; 
b. Anak sebagai korban; dan 
c. Anak sebagai saksi tindak pidana. 
Sedangkan khusus tentang penerapan prinsip restorative justice oleh 
pihak kepolisian, di atur dalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama ini, yang 
mengatur bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisan negara 
Republik Indonesia dalam penanganan anak yang berhadapan dengan 
hukum, meliputi : 
a. Menyiapkan pembimbing kemasyarakatan pada balai 
pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan pada lembaga 
pemasyarakatan dan rumah tahanan yang mempunyai minat, 
kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan bersertifikasi di 
bidang anak; 
b. Meningkatkan pelayanan penelitian kemasyarakatan, 
pembimbingan dan pengawasan serta pendampingan terhadap 
anak yang di putus dengan pidana pengawasan, pidana bersyarat, 
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anak yang dikembalikan kepada orang tua, dan anak yang 
memerlukan bimbingan lanjutan (after care); 
c. Menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, dan 
pembimbingan, perawatan anak; 
d. Menyiapkan ruang khusus bagi tahanan anak dan anak didik 
pemasyarakatan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan; 
e. Menyediakan psikolog, tenaga pendidik dan tenaga medis; 
f. Menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif; 
g. Meningkatkan peran serta masyarakat; 
h. Membentuk kelompok kerja penanganan anak yang berhadapan 
dengan hukum; dan 
i. Melakukan sosialisasi internal. 
Namun sayangnya surat keputusan bersama ini tidak di sosialisasikan 
sehingga para penegak hukum (khususnya kepolisian) tidak mengetahui 




























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut :     
1. Penerapan prinsip restorative justice dalam perkara anak nakal di 
Polrestabes Makassar diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di 
Polrestabes Makassar yang menangani perkara anak nakal belum 
menerapkan prinsip restorative justice secara optimal, ini di buktikan 
dengan banyaknya perkara anak nakal yang di lanjutkan ke 
pengadilan, dan banyaknya perkara anak nakal yang penyelesaiannya 
tidak di upayakan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 
pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari 
solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 
semula, dan bukan pembalasan. 
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam 
menerapkan prinsip restorative justice dalam perkara anak nakal di 
Polrestabes Makassar adalah (1) faktor kultur hukum yang belum 
mendukung penerapan  prinsip restorative justice, (2) faktor belum 
berlakunya undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan (3) 
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faktor belum diketahuinya surat keputusan bersama 6 (enam) menteri 
tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis 
merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :   
1. Bagi instansi kepolisian sebaiknya dilakukan perbaikan internal, 
khususnya dalam membuat standar operasional prosedur penanganan 
anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan 
restoratif  
2. Bagi instansi kepolisian sebaiknya mensosialisasi isi surat keputusan 
bersama 6 menteri kepada seluruh petugas kepolisian di seluruh 
Indonesia, utamanya yang bertugas menangani anak yang berhadapan 
dengan hukum, serta menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi 
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